I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah Bandar Lampung adalah menyelenggarakan pengel olaan keuangan dengan
sebaik-baiknya sebagai modal dasar dalam mewujudkan pola pemerintahan dan
pembangunan sebagaimana yang direncanakan. Dalam konteks pengelolaaan
keuangan daerah, setiap pejabat daerah atau aparatur negara di daerah harus
mampu menyel enggarakan dan mengel ola keuangan daerah secara efektif, efisien,
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan ini tentunya sangat
penting, karena bila pengelolaan keuangan tidak dilaksanakan secara baik atau
bahkan terjadi penyalahgunaaan atau penyelewengan dalam penggunaannya,
maka hasilnya yang dicapai dari anggaran yang dikeluarkan tidak akan dapat
memperoleh hasil atau kinerja yang diharapkan. Di lain pihak penyelewengan
terhadap keuangan negara oleh pegabat daerah akan menciptakan adanya
pemborosan, ketidakseimbangan anggaran, sehingga akan merugikan negara

secara keuangan.

Tindak pidana korupsi terhadap keuangan negara yang dilakukan oleh seorang
pejabat daerah merupakan suatu tindak pidana. Seperti yang kita ketahui korupsi

merupakan suatu peristiwa universal telah terjadi sejak awal perjalanan kehidupan



masyarakat, dan nampak dimana sgja. Akhir-akhir ini sorotan terhadap korups di
Indonesia semakin tgjam. Apalagi dikaitkan dengan dana-dana pembangunan atau
proyek pengadaan barang. Karena itu apapun alasannya, apakah itu disengga
ataupun tidak disenggja atau akibat adanya kesalahan prosedur atau sistem tetapi
akhirnya berakibat menimbulkan kerugian terhadap negara secara finansial dapat
dikatakan suatu tindakan korupsi. Bentuk-bentuk penyelewengan terhadap
keuangan negara itu pula dapat bermacam —macam seperti: penambahan anggaran
untuk keperluan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kenyataan
yang ada,ataupun ataupun penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporas sehingga menimbulkan kerugian pada

keuangan negara.*

Penerapan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus
dilaksanakan secara tegas, lugas, dan tepat berdasarkan kepada nilai keadilan dan
kebenaran, bukan berdasarkan kepada suatu kepentingan. Hal ini sangat berperan
penting dalam mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan kedamaian dalam
masyarakat. Jadi bagi setiap pejabat atau aparatur negara di daerah mana sgjayang
terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau penyelewengan terhadap anggaran
keuangan negara sudah sepatutnya diberikan sanks yang tegas berupa pidana,
baik yang didasarkan atas ketentuan pada KUHP maupun berdasarkan peraturan

atau ketentuan yang ditetapkan mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana

! Pasal 3 UU No0.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-

Undang Rl Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Di era sekarang ini kegiatan pemberantasan korupsi belum berjalan baik, Hal ini
dapat dilihat dari banyaknya pengaduan masyarakat tentang kasus-kasus yang
diduga suatu tindakan korupsi tetapi proses penanganannya sangat lambat dan
akhirnya kasusnya pun menghilang begitu saja tanpa jgak. Serta putusan hakim
dalam tindak pidana korupsi dinilai masih terlalu ringan, jauh dari rasa keadilan

dan kebenaran yang selamaini diharapkan oleh masyarakat.

Posisi seorang hakim dalam sistem penegakan hukum berada pada titik yang
sangat sentral, kondisi ini mengharuskan para hakim ataupun calon hakim untuk
bias membekali dirinya dengan pengetahuan yang luas dan ekstra. Mengingat
legal spirit Undang-undang korupsi, sebagai usaha untuk memberantas korupsi
sebagal suatu kejahatan luar biasa yang amat sulit pembuktiannya dan melibatkan

pel aku-pelaku yang memegang jabatan, kekuasaan dan wewenang.

Menurut guru besar hukum pidana Undip Semarang, Barda Nawawi Arif,
penjelasan Undang-undang korupsi menyatakan bahwa “pengertian melawan
hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan yang tercela
yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan di pidana” ini
berarti perbuatan melawan hukum tertuju juga pada perbuatan tercela yang berupa

penyal ahgunaan kewenangan atau kedudukan .2

2. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet.3
Alumni, Bandung 1992.



Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi menjelaskan
bahwa salah satu unsur dari tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara. Tidak menghapuskan tindak pidana
pelaku, tindak pidana pelaku yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2001,
yaitu bila pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud, pengembalian
kerugian negara atau perekonomian negara tidak dapat menghapuskan pidana
terhadap pelaku tindak pidanatersebut. Dengan demikian pengembalian kerugian
negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu aasan untuk

meringankan hukuman saja.

Contoh  kasus  dari Pra  Riset Putusan Pengadilan Negeri
N0.06/PID.TPK/2011/PN.TK., sebagai berikut :

Terdakwa Ir. H.A. Sauki shobier, SH Bin K.H.Shobier, Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kota Bandar Lampung berdasarkan SK  Walikota Nomor:
821.21/01/25/2008 tanggal 28 febuari 2008 dan selaku Pengguna Anggaran
berdasarkan SK Walikota Nomor: 339/02.9/HK/2008 tanggal 6 Agustus 2008,
bersama-sama dengan Army Putra, ME Bin H. Abdul Moein dan Ir. Hi. Dian
Nurasa Djafar Bin Djafar, yang bertempat kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota
Bandar Lampung di jalan Abdi Negara No. 4 Teluk Betung Bandar Lampung,
telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

merugikan negara atau perekonomian negara.



Pihak BPK Kantor Perwakilan Propinsi Lampung setelah melakukan pengecekan
dan pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggran 2008, menemukan adanya

kekurangan volume sebanyak 41 paket kegiatan/proyek.

Hasil temuan BPK Kantor Perwakilan Provins Lampung. PPK Army Putra, ME
dan Ir. Dian Nurasa Djafar telah melaporkan hasil temuan Tim BPK kepada
terdakwa yaitu Ir. H.A. Sauki Shobier, SH. Kemudian dari rekomendasi BPK
Kantor Perwakilan Provinsi Lampung tersebut, terdakwa yang seharusnya
menahan pencairan dana retensi maupun beberapa dana pelaksanaan 41 rekanan
yang mana pekerjaannya ada kekurangan volume dan pekerjaan tersebut tidak
bias diperbaiki sehingga pihak rekanan atau kontraktor diperintahkan untuk
mengembalikan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume ke kas daerah,
namun terdakwa tetap mencairkan dana retensi tersebut dan beberapa dana

pel aksanaan dari 41 rekanan.

Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar kurang
lebih RP.8.504.055.280,62 ( delapan miliar lima ratus empat juta lima puluh lima
ribu dua ratus delapan puluh rupiah enam puluh dua sen) atau setidak-tidaknya

sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa Ir. H.A Sauki Shobier, SH tersebut telah
digjukan ke pengadilan dengan tuntutan telah melakukan tindak pidana korupsi
dengan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan nomor putusan
06/PID.TPK/2011/PN.TK sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasa 3 jo
Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001



tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Tujuan penetapan putusan hakim (eksekusi) berupa pidana terhadap pelaku tindak
pidana korupsi atau penyelewengan wewenang jabatan adalah agar dapat
menjamin terwujudnya penyelenggaraan keuangaan Negara yang bersih dan
berwibawa sehingga azas efisiens, efektifitas dan akuntabilitas dalam
mengelolaan keuangan Negara dapat mewujudkan secara nyata. Pemidanaan
terhadap pejabat daerah yang melakukan penyelewengan wewenang jabatan dan
penyelewengan keuangan negara juga sangat penting untuk menjamin adanya
penegakan hukum yang sama kepada semua pihak, demi terwujudnya keadilan

hukum di dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis merasa tertarik
untuk menganalisa dan menuangkannya dalam tulisan yang berbentuk skripsi
dengan judul: “Anaisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri

No0.06/PID.TPK/2011/PN.TK)".



B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan

dalam penulisan skripsi ini adalah:

a) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana korupsi
(Nomor 06/PID.TPK/2011/PN.TK)?

b) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

terhadap pelaku tindak pidana korupsi Nomor 06/PID. TPK/2011/PN.TK?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan diatas maka ruang lingkup penelitian penulisan

skripsi ini adalah:

a. Ruang lingkup dalam skripsi ini adalah kajian substansi hukum pelaksanaan
pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

b. Ruang lingkup penelitian ini adalah tahun 2012

c. Ruang lingkup peelitian ini adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang

dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

a) Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak
pidana korupsi Nomor.06/PID.TPK/2011/PN.TK.

b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap pelaku tindak pidana korupss Nomor.06/PID. TPK/2011/PN.TK.

(Penélitian kasus pada Tahun 2012).

2. Kegunaan Penulisan

a) Kegunaan Teoritis
Hasil yang diperolen dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan dalam pengkagian ilmu
hukum, khususnya Hukum Acara Pidana mengenai putusan Pengadilan

Negeri Tanjung Karang terhadap Tindak Pidana Korupsi.

b) Kegunaan Praktis
Kegunaan penulisan ini selain untuk meningkatkan pengetahuan dan
memperluas wawasan masyarakat dan penulis sendiri, serta diharapkan
penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para penegak

hukum dalam menangani perkaratindak pidana korupsi.



D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian akan ada kerangka teorotis, yang dimaksud dengan kerangka
teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil
pemikiran atau kerangka acuan yang dijadikan dasar untuk mengadakan
identifikas terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti

dalam suatu penelitian.®

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini didasarkan pada pertanggungjawaban
pidana pelaku tindak pidana korupsi dan proses bekerjanya aparat penegak hukum
yang dalam hal ini adalah hakim dan jaksa dalam melaksanakan putusan

pengadilan terhadap suatu tindak pidana.

Pengertian pertanggungjawab pidana, yaitu diteruskannya celaan yang objektif
pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, secara subjektif
kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang Pidana

untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannyaitu.*

Pertanggungjawaban Pidana menurut hukum pidana terdiri dari tiga (3) syarat,
yaitu:
a) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari s

pembuat pidana.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press,
Jakarta 1995, Hal 124-125.

. Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban K orporasi Dalam Hukum Pidana
Indonesia, Rgja Grafindo, Jakarta, 1996, Hal 11.
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b) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang
berhubungan dengan kelakuannya,yaitu: Disengaja dan sikap kurang hati-hati
atau lalai.

c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung

jawaban pidanabagi si pembuat pidana.

Pengertian dari Putusan Pengadilan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan
dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas
maupun lepas dari segal tuntutan dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh

perundang-undangan.®

Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang
menyebabkan terjadinya suatu tindak kriminal yang menyebabkan orang tersebut
menanggung pidana atas perbuatannya, dalam mana perbuatan tersebut
dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, norma hukum dan

perundang-undangan yang berlaku.®

Tindak Pidana Korupsi adalah setigp orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
atau setigp orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan

°. Pasal 1 butir 11 KUHAP.

® Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal
127.
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keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun

1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Menurut pendapat Sudarto sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu

ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan’, yaitu sebagai berikut:

a. Keputusan mengenai perkaranya ialah apakah terdakwa telah melakukan
perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

b. Keputusan mengenai hukumnya ialah apakah perbuatan yang dilakukan
terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut
bersalah dan dapat dipidana.

c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.
2. Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara
konsep-konsep khusus yang nerupakan kumpulan dari arti-arti dan istilah yang

ingin atau akan diteliti.?

Konseptual ini penulis menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat
dengan penulisan skripsi ini. Uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan
pemahaman yaitu:

a. Anadisis adalah upaya penelitian dan tindakan untuk menelaah dan mengamati

suatu peristiwva atau suatu masalah guna mengetahui keadaan yang

" . Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Cet 4. Alumni, Bandung, 1986, Hal 74.

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press,
Jakarta, 1995, Hal 32.
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sebenarnya, sehingga dapat diperolen gambaran yang jelas mengena ha

tersebut.’

b. Pertanggungjawaban Pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada
tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, secara subjektif
kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang Pidana

untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.*

c. Pelaku (Dader): Orang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan
pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.* Menurut hukum pidana
pelaku dapat diartikan sebagai mereka yang melakukan dan yang turut serta

melakukan perbuatan.*?

d. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau |epas dari
segala tuntutan hukum dalam ha serta menurut cara yang diatur oleh

perundang-undangan.’®

° . Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Baa Pustaka, Jakarta, 1991, Hal 37.

1 'Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana
Indonesia, Rgja Grafindo, Jakarta, 1996, Hal 11.

. P.A. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung 1996, Hal 594.

2. Pasal 55 KUHP.
3. Pasal 1 butir 11 KUHAP.
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e. Pertimbangan adalah memikirkan baik-baik untuk menentukan (memutuskan
dan sebagainya) ; memintakan pertimbangan kepada ; menyerahkan sesuatu

supaya dipertimbangkan.**

f. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.*®

. Departemen Pendidikan dan K ebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Baa Pustaka, Jakarta, 1991, Hal 1056.

5 Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka

disgjikan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah dari
penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan
penulisan, kerangka teoritis dan konseptual dan diakhiri dengan sistematika

penulisan.

1. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian
umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat
teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai penunjang pembahasan yang

dilakukan dan bahan studi perbandingan teori dan praktek.

[11. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini, yakni mengenai pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi

dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menjelaskan secara lebih terperinci tentang hasil penelitian
dan pembahasan terhadap masalah penelitian ini dengan mendasarkan pada data
primer dan data sekunder terutama terhadap putusan Pengadila Negeri Tanjung
Karang dalam perkara kasus Nomor : 06/PID.TPK/2011/PN.TK tentang tindak

pidana korupsi.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan/pembahasan skripsi yang didalamnya
memuat mengenai kesimpulan secara singkat dari hasil penelitian dan
pembahasan, dan juga memuat saran penulis atas dasar hasil penelitian dan

permasal ahan yang dibahas.



